INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2018



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

NOMOR : 050/35/DINSOS/2018

DAFTAR IST .uuuuiimuuumnnuuusnnnuusnsnnsmnssnsusnssunesssunssunusnnsssssnsessansassussanss sonns i

BAB I PENDAHULUAN......cottmuummmnansmmnnsssmmsssssmnsssssmnssssnnsssssnnnnsssnnnsssnnnnssn,
[.L1. Latar Belakang.......coooviiiiiiiiiccceeeer e e e
[.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU........cccooeviiiiiiiiiiiiiinnnncinnens

I.3. Landasan HUKUM .....coeoiiiiiiiie i reir e e s e e s e s e neeneen

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA .......cccoommmmmmmmmmssmnnnnsssnnnsssnnnnsnn
I1.1. Definisi Indikator Kinerja Utama ........cccooeeviiiiiininiininecnn e,

I1.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama............ccoovvvviiinniinnnnen.

BAB III GAMBARAN UMUM ......icccimmmmmssmmmmsssmmsssssmmassssnnnssssnnssssnnsssssnnnnssnnn
0 Y = PP
L 0 1 PR
IT1.3. Tugas Pokok dan FUNSI........ccuuueeriiiiimiie e ee e

IV.4. Arah KebijaKan........c.ueoiiiiiiiiiii e

BAB IV PENUTUP . s nms s nnnn,

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat
Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya
pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.
Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah
komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan dengan
bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis
dengan tetap menjujung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan
apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan
dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif,
efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja
strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai
suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan
perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah
ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan
dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran
tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran
keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama dinlingkungan Instansi
Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan
pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang
bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajubkan menetapkan

Indikator Kinerja Utama.



1.2. Maksusd dan Tujuan
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Serang
disusun dengan maksud dan tujuan :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis *erjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun
2006-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun
2016-2021;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Serang;

Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Pada Dinas Sosial Kabupaten Serang.



BAB 11
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran stategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan
kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan
Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja
Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan,
sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan
kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) vyaitu :
1. Spesifik
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif
3. Achievable
Indikator Kinerja yang ditatapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi
4. Relevant
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur
5. Timelines
Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga

fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.



Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan
Kebijakan Umum

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabiltas Kinerja

4. Kebutuhan statistik pemerintah

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan



BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1. Visi
Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021
yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG MAJU, SEJAHTERA
DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam visi pembangunan Kabupaten
Serang Tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut :
MAJU
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta
kemandirian masyarakat Kabupaten Serang secara berkelanjutan
SEJAHTERA
Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten
Srang secara layak
AGAMIS
Perwujudan norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual
dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk
selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk

karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

3.2. Misi

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-
2021maka misi Kabupaten serang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendididkan, kesehatan dan dan kesejahteraan sosial
demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan
berbudaya

2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang
dan permukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan

3.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam

memperkuat struktur perekonomian daerah



4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik
yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompoten dan
proposional

5. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual

dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara

Sasaran Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam jangka
menengah yang sinergi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Serang sesuai dengan Misi 1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 vyaitu : “Meningkatkan
Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi
Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat Cerdas, Berakhlak Mulia dan
Berbudaya’atau dengan kata lain Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
Masyarakat Sehingga Menjamin Terpenuhinya Hak Atas Kebutuhan Dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011, yang kemudian
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan peraturan tersebut,
Dinas Sosial berkedudukan di bawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

o Tugas Pokok

Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Sosial Mempunyai
Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Teknis, Merencanakan, Melaksanakan,
Mengatur dan Menyelenggarakan Kegiatan Dan Usaha Pelayanan Sosial,
Pemberian Bantuan Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Penyantunan
dan Rehabilitasi Sosial Serta Pembinaan Panti-Panti Sosial, Penanganan Fakir
Miskin dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Serta

Menyelenggarakan Ketatausahaan Dinas.



Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Sosial mempunyai

Fungsi sebagai berikut :

Perencanaan dan Perumusan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Rehabilitasi
Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Bidang Rehabilitasi Sosial,
Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Rehabilitasi Sosial,
Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Pelaksanaan Perijinan dan Pelayanan Umum Bidang Rehabilitasi Sosial;
Bidang Pemnerdayaan Sosial; Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sosial;

Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif Ketatausahaan Dinas Sosial.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Tujuan

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyrakat sehingga menjamin terpenuhinya
hak atas kebutuhan dasar PMKS

Untuk mengukur kesesuian antar dokumen perencanaan OPD, maka

variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

o Uk D=

Tujuan

Indikator Tujuan
Sasaran

Strategi
Kebijakan

Sasaran strategis



Indikator Kinerja Utama

8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas,
maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten
Serang adalah sebagai berikut :
Strategi
Peningkatan Pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial
Arah Kebijakan 1
Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Arah kebijakan 2

Meningkatkan pembinaan PSKS dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial



BAB 1V
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPIJMD dan RENSTRA masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Serang merupakan
ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Sosial.
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